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PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR :   11  TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan 

PengelolaanKeuangan  Daerah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Pasal  69 serta Pasal 86 Undang-undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pasal 157 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

  b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 



1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 53; 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4389) ; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421) ; 



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4548) ; 

9. Undangan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4438) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 48 ; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) ;   



12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 49; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503) ;   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 136; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan  Daerah Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 138; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 139; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 140; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 150; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

 
Dan 
 

WALIKOTA SAMARINDA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 
TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

 
 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 


